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ABSTRAK 

 

Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur 

bahwa, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada 

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk 

menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk 

memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. gambaran miring 

mengenai pelaksanaan peran polisi pamong praja sudah sangat sering didengarkan dari 

masyarakat, tindakan represif yang terkesan arogan menjadi contoh perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Peraturan Daerah Kabupaten Agam 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ialah landasan utama dari 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan hukum di Kabupaten Agam, hal 

dan isu mengenai tindakan polisi pamong praja dalam menciptakan Kabupaten Agam yang 

aman, tentram, dan tertib ialah kurangnya pelaksanaan peran polisi pamong praja secara 

menyeluruh di Kabupaten Agam. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai pelaksanaan peran polisi pamong praja dalam menegakkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum di 

Kabupaten Agam. Penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis 

sosiologis, dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber utama. 

Dengan pendekatan sosiologis yang melihat keadaan di masyarakat dan mengambil sumber 

data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Agam penulis menyimpulkan masih 

kurangnya pelaksanaan penegakan hukum di Kabuapaten Agam dan faktor yang sering 

mempengaruhi ialah kesadaran dan tanggung jawab dari polisi pamong praja sendiri yang 

berperan sebagai aparat penegak hukum.  

Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kabupaten 

Agam  

 


